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PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
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TE NTAN G

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

'Menimbang

Mengingét_

TAHUN AN GGARAN 2024

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ‘GORONTALO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuanm Desa, perlu menetapkan
Peraturan , Bupat1 . tentang P'edoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Ang?aran
2024, -

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk

_ Indone31a Tahun }945
.Undang~Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenténg'

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di- Sulawesi
(Lembaran - Negara Repubhk Indonesia  Tahun 1959

Normor - 7 4, Tambahan _ Lembaran Negara = Republik
Indones1a Nomor 1822)

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang

.Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lemba_ran Negara Repubhk_ |
Indonesia  Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

diuban terakhxr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



"'_2_

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi 'Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
.Un_aang-Undang Nomor 23 = Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Iegara Repubhk Indonesia ; Nomor 5587) sebagalmana
telah’ beberapa kali dlubah terakhir dengan Undang-
Undang - Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); | |
. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iﬂdonesia Némor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik -Desa (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623); '
Peraturan Pemerintah . Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolsan Keuangan  Daerah - (Lembaran  Negara
| Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016  tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengélolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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Menetapkan
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Telcﬁis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita i\Tegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); | |

lo.ﬁeraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Goron.talo Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024,

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Kekayamn Desa adalah segala kekayaan dan sumber.
penghasilan bagi desa yang bersangkutan;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubuﬁgan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa; - ' ‘
Pengelolaan .Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi pereﬁcanaan,.. pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungj awaban keuangan Desa;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, ada.lgh rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa; .

Peraturan - Desa adalah reraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersama*Kepala.]ﬁ'esa.

Penerimaan Desa adalz;fl uang yang masuk ke rekening kas
Desa; l ’
Pengeluaran Desa adalah vang yang keluar dari rekening kas

Desa;
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10.

11.

12,

13.

14.

15.
16.

17.

Pendapétan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi" hak Desa;

Belan}a Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajlban Desa dalam 1. (satu) tahun anggaran;

Pembiayaan Desa adalah’ semua penerimaan yang perlu
dibayar kemball dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun auggaran berikutnya.

Dana Desa adalah darnayang bersumber dari APBN yang

diperuntukan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemenntahan, pelaksanaan pembangunan,
pemblnaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
Alok§s1 Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana
yangt dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa,
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10%
dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gorontalo
dalam Anggaran'_ Pendapatan dan Belanja daerah setelah
dikurangi dana Alokasi khusus; , .
Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa Lainnya: adalah penghasilan yang diberikan kepada
Kepala,.;Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
seﬁap ~bulan_ secara terus menerus dianggarkan dalam
APBDesa yang bersumber dari ADD;

Tunjaagan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
Lainnya adalah tambahan penshasilan selain penghasilan
tetap yang dibeﬁl_can kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Peranghknt Deéa Lainnya karena mélaksanaka.n tugas pokok
dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa;:

Daerah a"da]ah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
Pemerintah ~ Daerah =~ adalah  Pemerintah Kabupaten
Gorontalo; Pemerintah baerah adalah Kepala daerah sebagai
Unsur Penyelenggara 'Pemerintah Daerah yang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom,;

Bupati adalah Bupati Gorontalo;
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18.

19.

20.

-5--

Kecématan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wﬂayah -dari. daerah kabupaten/kota yang di pimpin oleh
camat

Camat adalah :pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan  di Wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya pelaksanaan tugasnya Memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota
Untuk Menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;

Desa atau yang. disebut dengan nama - lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan. mengurus kepentingan masyarakat
setempat yang diakui “dan dihormati dalam sistem

" Pemerintahan Negara Kesatlﬁlan Republik Indonesia;

21.

22,

23.

24.

Pemerintahan , Desa adalah, penyelénggaraan urusan
peme;*intahan' dan képéﬁtingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemermtah desa ;

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD,
adala;h lembaga jr_ang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggot‘anya. 'merupalczan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan secara
demokratis; -

Lembaga Kemasyé.rakatan atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa;

A " Pasal 2

Penyusunan rancangan APBDesa d1koord1n1r oleh Sekretaris Desa

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;

Pasal 3

Pedoman periyusunaﬁ APB Desa meliputi :
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a. sinkronisasi Kebijakan  Pemerintah Daerah  dengan
kewenangan desa dan RKP Desa ;

prinsip penyusunan APB Desa;

kebijakan penyusunan APB Desa,;

teknis penyusunan APB Desa; dan

hal-hal khusus Lainnya.

© o o o

Pasal 4
Pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1II

PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
{ pada tanggal (¢ J2RUAEl 2634

MRONTALOA

Diundangkan di Limboto
pada tanggal [0 Tanueg) 262y
SEKRETARIS DAERAH UPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 2
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B -.‘L'AMPIR}‘\N
¥ PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024 |

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi Kebijakaii Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan
RKF Desa.

RKP Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1
(satli) tahun yang ;1emuat program prioritas dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. |

Penyusunan . RKP- Desa merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunén terencana dan sistematis yang dilaksanakan
oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang
tersedia secara optimal, efisien, - efektif dan akuntabel dengan tujuan
penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini merigisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di
desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan
berbasis lokal desa. _ |

Berkaitan dengan it'u,i Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan
nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembanglinan Desa
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kerrﬁskipan rheialui perrienuhan kebutuhan
dasaf, pembangunan sarané dan prasarana Desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
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berkelanjutan Yang dlmaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan

L pemenuhan kebutuhan generam Desa di masa depan

untuk mewu;udkan Penggunaan Dana ‘Desa - diprioritaskan untuk

Untuk mengoptlmalkan tujuan pembangunan Desa yang dlmandatkan

Desa, sebagal berikut :

1.
SDGs Desa 1 Desa tanpa kemiskir - n dan

Desa tanpa kemlskman dan kelaparan

i

SDGS Desa 72: Desa tanpa kelaparan

. Desa ekonoml tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi .I‘)esa_merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

- SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumm dan produkSI Desa sadar Imgkungan

. Desa peduli kesehatan
'SDGs Desa 3: Desa sehat dan se;ahtera

SDGS Desa 6: Desa layak air bersih dan Sanitasi; dan

SDGS Desa 11: kawasan permuklman Desa aman dan nyaman.

. Desa peduh lingkungan

SDGs Desa 7: Desa. berenergl bel‘Slh dan terbarukan
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa pedui’ lingkungan laut; dan.
SDGs Desa 15: Desa peduli hngkungan darat '

- Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: perdidikan Desa berkualitas. -

. Desa ramah perémpuan

SDGS Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

. Desa berj]ejarlng

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

. Desa tanggap budaya’

: SDGS Desa 16: Desa damai berkeadllan dan

| Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ni dllakukan tanpa mengorbankan

oleh Undang-Undang Desa maka penggunaan Dana Desa dlpnontaskan

imewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa d.m 18- (delapan belas) tu3uan SDGs

ROROM|OPDJAS 1[SEKDA
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9.

—Dalam rangka upaya 'pencapaian SDGS Desa, maka penggunaan Dana
Desa 2024 dlpnontaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung
pencapalan SDGs Desa yang berkaltan dengan keglatan
A. Bidang pembangunan

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a. Pencegahan dan penurunan stuntmg di Desa

' Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan

stunting melalui:

)

3)

4)

5)

6)
7

g)

pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi,
seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya Iokal
bagi anak usia di bawah 5 {lima) tahun dan ibu hamil
penyed1aan pemeliharaan, dan pengembangan sarana
prasarana air rmnum dan samtam aman

pengadaan media kornumkasx, informasi, dan eduka31 (KIE)
terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu

anak lain, ke]uarga berencana dan kesehatan reproduksi di

‘Desa.,

pengadaan peralatan kesehiatalll dasar * (timbangan bayi,
thermometer, dan peralu_taln kesehatan dasar lain) dan alat
peraga 'kesehatan untuk pos pelayanan terpadu

pendayagunaan lahan ‘pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa .untuk pembangunan kandq.ng_, kolam dan kebun dalam
rangka penyédiaan makanan yang sehat dan bergizi bagi
keluarga sasaran stunting 7 .

konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting
pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader
pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia
dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang
menjadi kewenangan Desa; dan

kegiatan ﬁencegaha.n ‘dan penurunan stunting lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa

1)

Pcnhngg_ulangap penyakit menular dan penyakit tidak menular
a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien

penyakit menular

ORGSR |OPB|AS 1]SEXDA]WABUP]
it .




3)
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b) Penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air
bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor)
¢) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah
penduduk

d) Pembzngunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;

'e) Pembangunan, pengembangan dan 'pemel_iharaan fasilitas

mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

f] Pengadaan rnedla komumkas1 informasi, dan edukasi (KIE)

,_ terkait Desa bebas BAB Sf.mbarangan (BABS); dan

g) Keglatan penanggu;angan penyakit menular dan penyakit

tida}k ~menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

pencegahan  dan pemberanta:s;én penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

a) KomlkiAnikasi, . infdrmasi, dén edukasi (KIE) pencegahan
penyalahgunaan narkoba kepada  seluruh  unsur
masyarakat Desa; ,

b) Pelaksanaan festival - olahraga 'bersama= di Desa dalam

- rangka pencegahan penlaku menylmpang penyalahgunaan

narkoba, dan

c) Keglatan pencegahén dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
lainnya yang sesu_ai.dé,ngan‘ ahaliéis kebutuhan dan kondisi
Desa ‘yang diputuskan-dalam musyawarah Desa.

Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

‘a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan prasarana' pondok bersalin Desa, pos
kesehatan Desa, 38 pelayanan terpadu, dan pos

pembinaan terpadu; -

b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat,

bidan, dan tenaga keschatan lainnya bagi Desa yang belum
‘memiliki akses layanan kesehatan; dan

c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang
sesuau dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

‘Musyawarah Desa

o ﬁaEas. OPBIAS T5i0% wﬁup
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i

c. Penguatan kctahanan pangan nabati dan hewani

1) pengembangan usaha pertaamn perkebunan perhutanan,
peternakan dan/atau penkanan '

2
b)

c)
d)

e)

g)

9

pengadaan b1b1t atau bemh'

pemanfaatan Iahan nnllk warga Desa untuk kebun bibit
atau benih; | ‘

. penyediagan pakan untuk petei'nakan dan/atau perikanan;

pengembangan pakan ternak alternatif;

‘pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,

peternakan, dan/atau perikanan terpadu;

Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil
peternakan; | |

pemanfaatan lahan pertaman/ perkebunan milik warga
dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh
masyarakat Desa; |

pembangunan dah /atau normalisasi jaringan irigasi;

: pembangunan pemngkatan dan pemeliharaan jalan usaha
:tanl

pembanguﬁan kolarn ikan;

pembenihan ikah air tawar
peinbangunén kandang komunal;
pembangunan bendungan berskala kecil;
pembangunan atau perbaikan embung;
penge;daan kapal'penangkap ikan;
pengadaan tambak.garam;

mesin pakan ternak;

mesin penetas telur; _
alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, |
pancing, dan perangkap)
pengadaan pengeringan hasﬂ pertanian seperti lantai _]emur '
gabah, jagung, dan’ tempat penjemuran ikan;

pengadaan  alat  produksi - pertanian, perkebuna.n |

perhutanan, peternakc.n dan/ atau perikanan; dan

~ pengembangan usaha pertanzan, perkebunan, perhutanan,

peternakan dan/atau perik.‘f—man'laj'nnya sesuai kewenangan
desa dan diputuskan dalam Musyawarah .Desa.

+
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o __:'2) ;'Pembangu‘na.n' dan 'pengEIoléém lumbung pangan Desa
7 3) :.Pengolahan pasca pa.nen berupa pengadaan alat telmo]ogl tepat
| o guna pengolahan pasca panen. _ '
o 4) | Pengembangan pertaman keluarga, pekarangan pangan lestari,
| - hidroponik, atau blopomk ‘
. 5) _Pengembangan ‘usaha/unit " usaha badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang
- pangan nabati dan/ atau hewanl melalul penyertaan modal.
6) penguatan ketahanan panfran lainnya yang sesuai dengan
| ...kewenangan Desa dan dlputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Penurunan beban pengeluaran Ma syarakat Imsk:m
'1) pembenan bantuan langeung tunal,
2) penyedxaan Iapangan pekexjaan termasuk melalui Padat Karya
Tunai Desa; atau - ‘
3) bantl;lan sosial lainnya,
- bagi maéyarékat' miskih, la.ijut usié dan’ penyandang disabilitas
yang belum: mendapatkan bantuan sosial dari Pemenntah Pusat
dan pemérintah daerah berupa makanan pokok dan makanan
' 0erg1z1, v1tam1n, pakalan layak dan alat bantu penyandang
~ disabilitas..

2 Per_nbar_iguhari'sérarlla dan prasarana Desa
a. Pembanghnalz sarana da_n pr_asaraha pendat.';_lan Desa
Perbaikan . dan konsblida'si' 'data 'SDGs ‘Desa dan pendataan -
nerkembangan desa yang d11akukan sesuai dengan ketentuan
: peraturan perundang—undangan, antara lain:
1) 'pendataan poten31 dan sumber daya pembangunan Desa;
.:.2) : pendataan pada tlngkat rukun tetangga,
_ 3) pendataan pada tmg_kat keluarga;
4) . pendafaan wargé pekéljé migran;
5} _': pemutakh;ran data Desa termasuk data kemiskinan;
6) pendataan kesenlan dan budaya Iokal termasuk kelembagaan _
adat; ' _ o o
7 "pengadaan‘- prasarana dan sarana teknologi informasi dan
komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data_

- SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan:

KOROG[OFPDIAS 1[SEKDA[WABUP]




8)
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mehputl

a) tower untuk jaringan intemnet;

b} komputer;

¢} smartphone; dan

d) laﬁgganan internet

pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya

‘yang sesuai dengan kewcnangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan kawasan kumuh;

1)

2)

Bantuan pembangunan, perbaikan, -atau rehabilitasi rumah
layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan
bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan,
perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.
Pemilihan penerima bantuan ‘rumah layak huni dan sehat

untuk warga miskin ditentul:-an dengan kriteria:

-a) bertempat tinggal di wilayah Desa;

b) dlputuskan melalul Musyawarah Desa; -

c) 'dltetapkan melalu1 Kenutusan Kepala Desa; dan

d} diberikan bantvan maksimal - Rp10.000.000,00 (sepuluh

- juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

e} _Dlutamakan untuk yang stuntmg atau rentan sakit
menahun/ kronis seperti tuberkulosm dan penyakit menular
lainnyaAdsfasf | |

meminimalkan  wilayah kantong kenliéldnan dengan

mendekatkan akses'layar}an_ dasar yang sesuai kewenangan

Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan

terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang

dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa
antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai
kewenangan Desa; :

peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha

mixro kecﬂ dan menengah pengembangan ekonomi lokal, dan

pen Jredlaan akses pekeljaan
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pembanguném, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-

- gorong, selokan, parit, box/slab culvert;

- 5). -'Pexlnbangunan sarana dan  prasarana dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

.Desa.,

.Peinbangunap' sarana <dan prasarana pengembangan listrik

alternative di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik

1)
2)
3)
4)
.
6)
7)
)

9)

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
pembangkit llstnk tenaga biodiesel;

pembangkit hstnk tenaga matahari (panel surya);
pembangklt listrik tenaga angin;

kincir air;

instalasi biogas;

_ jaringan distribusi tenaga listrik;

-pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan

lingkungéh pemukiman; dan .
kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana
pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

.Pembangunan_ sarana dan prasarana transportas1 melalui

pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana

transportasi, antara lain:

1)

2)

3)

4)
o)
6)

7).

8)
9

perahu/Ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan
daerah aliran suhgai;

tambatan perahu;

dermaga apuhg; S

tambat apung (buoy};

jalan i)errqul;iman;

jalan poros Desa£

rabat beton / pengerasan jalan desa;

je_mbatan desa; |

gorong-gorong; dan

10) sarana prasarana transportam lamnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
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e. Pembangunan sarana - ‘dan prasarana informasi dan komunikasi
- melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana informasi dan komumkas;, antara lain:

1) _' jaringan internet untuk warga Desa;

2) website Desa; ‘

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker),

4) radio Single Side Band (SSB),

5) radio komur_ntas;

.6) penyélenggaraan informasi publik Desa . seperti pembuatan
poster/baliho  informasi penetapan/laporan  pertanggung
jawaban APB Desa untuk warga; dan

7} sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang

| sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa. '

- I Pembangunan sarana . dan prasarana dalam rangka peningkatan

| kualitas sumher daya manusia masyarakat desa -

1} pembangunan,' pengcrflbangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana perpué.takaan desa/taman bacaan
masyarakat/ sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan
bahan biacaan lamnya, :

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa,
termasuk buku; peralatan belajar, alat peraga edukatif dan
wahana permainan;

3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarangi taman belajar keagamaan;

4) pembangunan, pengembangan dan-pemeliharaan sarana atau
prasarana olahraga, keterarnpilan, adat atau budaya seperti
taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs
bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan,
gedung sanggar seni/ ruaﬂg ekonomi kreatif;

5) pembangunan, pengeinbangan dan pemeliharaan_ balai
pelatihan/kegiatan belajar mas');arakat;

6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang

~ dimiliki Desa/taman kanak-kanal/taman belajar keagamaan,
taman belajar anak, dan pusat kegiatanubelajar masyarakat;

H
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7) peningka’ta'n kﬁalitas sumber daya manusia warga desa lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musvawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan

keterlibatan mas;-'arakat secara menyeluruh dalam pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa

1)

2)

3)

4)

pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan

khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga
perempuari dan penduduk rentan lain sebagai dasar
pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;

_pembangunan, pengembangan dan” pemeliharaan fasilitas

_ramah penyandang disabilitas;

bantuan operasmnal penyelenggaraan rnusyawarah kelompok

‘warga ‘miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan

anak;

Lpembéntukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai

pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di
Desa; dan _

kegiatan -peningkatan  keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh Iamnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

.Pembangunan sarana dan prasarana. dalam rangka mitigasi dan

penangangan bencana alam dan non alam

1)

mitigasi dan penanganan bencana alam
a) pengadaan, pembangunan, péngembangan dan
~ pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam
dan/atau kej’adian luar biasa lainnya:
- p?embuatén terasering; L
. pembangunan tali.ld'
- rehab111tas1 kawasan mangrove,
- penanaman bakau,
- reboisasi; . 7
- rehabilitasi lahan gambut; dan
- sa&ana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau

kejadian luar biasa lainnya lainnya. sesuai dengan

RG] OPD]AS 1[SEKDA[WABUP
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kewenangan Desa dan dlputuskdn dalam musyawarah

Desa

b). pengadaan, N pembangunan pengembangan | dan _

pemﬂhharaan sarana pmsarana penanggulangan bencana

alam dan / atau kejadlan Iuar biasa lainnya

pembuatan peta potenm rawan bencana d1 Desa;

“alat pemadam api ringan di Desa;

- pertolongan pertama pada necelakaan untuk bencana,

pembangunan Jjalan evakuasi;
px,nyedlaan penun_]uk jalur evakuasi, rambu, dan papan

1nforma81 kebencanaan

- keglatan tanggap darurat bencana alam;

pengadaan/ penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana

skala lokal desa; _
penyediaan tempat pengungsmn,

pembers1han hngkungan perurnahan yang terkena

bencana alam

_rehab111ta51 dan rekonstruk31 lmgkungan perumahan

yang terkena bencana alam

pemasangan sxnne penngatan d1n1 teknologi sederhana,

:- -.C) Perubahan 1k11m atau bencana yang diakibatkan perubahan

cuaca ekstrem

pembangunan - sumur. ..ibor/éumur - pompa -da_h

- 'pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan
'kebakaran hutan
7 pembuatan_ penampling/pemanen/per_es_apan -__air hujan

‘ untuk 'menin'gkatkan cadangan air permukaan /tanah; -

pembuatan kebun holtlkultura Bersama

=‘pembuatan talud dan bangunan pehndung abrasn

pantal

' pembuatan talud dan bangunan pehndung abra31

pantai.

2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam

bencana ronalam yang muncul akibat epldemlk wabah, atau

o virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat

Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri

H

HGROR|OPD]AS 1[SERpAWABUP|

- [EATAT RN




atau penyakit menular lairnya yang sudah menjadi epidemik

sepel’ti:

a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak

b)

d)

endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam

‘berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular

leinnya yang sudah menjadi epidemik;

melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa
untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk
pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau
penyai;it menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak

~ seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti :
pencataan Hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit

menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan
pembersihan kandang ternak;

berfcana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi
rakyat seperti hama wereng, h.ma belalang;

bencana nonaiam yang muncul karena gagal teknologi dan
gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
(KIE) térkait dengaﬁ'penanganan bencana nonalam, seperti
nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon
ambulan; dan

mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui

musyawarah Desa

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan usaha milik Desa/badan "1saha milik Desa bersama

1)

2)

3)

pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik

Desa bersama;

penyertaan modal badan, usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama; dan

pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

ORSG|OPDIAS 1|SEKDAWABUP
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o :.gudaﬁg barang, niesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin

percetakan mesm bubut untuk mebeler |

o 5)

6

bidang s*:rana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik d1

c desa untuk produk unggulan Desa dan/ atau perdesaan

pemanfaatan poten31 wilayah hutan dan optimalisasi

5 perhutanan sosial;

'pengelolaan hutan yang menjadl sumber tanah objek reforrna

agraria untuk ) program kese_]ahteraan masyarakat

pemanfaatan teknolog1 tepat guna yang ramah hngkungan dan

.berkelanjutan sepertl pengg'hngan padi, peraut kelapa

- penepung. b1]1 b1_11an, pencacah pakan ternak, sangrai kopl,

- pemotong/ pengms buah dan sayuran pompa air, traktor mini,

'desal1nas1 air laut dan mesm pembuat €s dan air laut [slurry

 ice);

pembangunan showroom/ wisna pamer produk desa untuk
para pelaku 1ndustn desa dan ¢
kegiaten lainnya untuk mewu_]udkan pengembangan usaha

ev:onornl produktxf yang dlutamakan dlkelola oleh badan usaha

- milik Desa/badan usaha n.ilik Desa bersama sesuai dengan

' kewenangan Desa dan dlputuskan dalam Musyawarah Desa -

Pengembangan Desa msata

1)

pengadaan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan

‘sarana dan prasarana Desa msata seperti pergola, gazebo,

pondok w1sata atau homestay, fasﬂltas jamban publik dan/atau

-_ klos cenderamata 1nternet jalan menuju tempat Wlsata Joggmg

path track w1satawan perahu penumpang untuk mencapal ke

tempat msata tambatan perahu, dermaga apung, tambat _
"apung (buoy), blOSkOp .mini, peralatan kesehatan darurat di

Desa w1sata panggung hlburan kios- warung makan wahana

_perrnaman outbound wahana permaman anak taman rekreasi,

. tempat pe_njualan tiket, pengelolaar__l -sampah terpadu bagi

2.
3)

rumah tanggd dan kawasan wisata, = cemara laut dan
bibit/tanaman bakau; | -
pengembangan 1nvestaSI desa Wlsata

pengembangan kerjasama antardeba msata dan
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4] pengembangan Desa vnsata Ialnnya sesuai dengan kewenangan

 Desa dan dlputuskan dalam Musyawarah Desa.

4 Pemanfaatan ‘sumber daya a]am dan hngkungan secara berkelan_lutan

B a. Pemanfaatan energi terbarukan '

)

. Ly

4)
5)

"6)7

.

pengolahan hmbah pertanlan dan tanaman sepert1 Jagung,

'kedelax dan tebu menjadl b1ofue1

pengolahan kayu dan hmbahnya seperu kayu bakar pelet
kayu, serplhan kayu, serbuk’ gergajl men_]adl blomassa,
1nstalas1 pengo}ahan hmbah petemakan untuk energi menjadi
blogas : L _ %i _
pembuatan bloetanol dari ub1 kayu, dan-
pengolahdn mmyak goreng bekas men_]ad1 b10d1ese1

pengolahan kotoran manus1a dan hewan menjadl blogas/ gas_

alam terbarukan dan

- keglatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan

- kewenangan Desa dan dlputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pengelolaan llngkungan Desa e

Pengelolaan hmbah rumah tangga dan industri ramah hngkungan

oy
o -‘_pembuangan sampah
we

instalasi pengolahan lurnpur tlnja, ,

3)

pembangunan : perbmkan  atau rehablhta31 tempat

pengelolaan air hmbah komundl dl desa seperti: tangk1 septlk

_pengelolaan air hmbah domesuk

pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan -

melalui .- bank sampah desa,_ gerobak sampah kendaraan

| _-pengangkut sampah mesm pengolah sampah dan

) keglatan pengelolaan 11rnbah rumah tangga dan industri ramah

'_hngkungan lamnya sesua1 dengan kewenangan Desa dan

dlputuskan da}am Musyawarah Desa

c. Pelestanan sumber daya alam De%a '

=t

2)

et

3)
4.
5

pemblbltan pohon langka

perlindungan terumbu karang;

'pemberSihan daerah aliran sungai;

pembangunan Tuang terbuka hijau;

pember31han daerah sekltar pantai (ber81h pantal), :
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o 6)_ melakukan penghljauan, pengkayaan tanaman ‘hutan, praktek
' wanatani (agroforestry); dan
7) keglatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
7 Desa.
B.._ Bidang Pemberdayaan
1. Penyelenggaraan prom051 kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat ; 7
a. Penyelengaraan ;ﬁromosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat dalam'rangka pencegahan dan penurunan stunting d1 Desa
1} pelatihan kesehatan ibu dan anak;
2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan
- makanan pendamping air susu ibu (MPAS]I);
3) peningkatan akses perhndungan sosial bagl keluarga sasaran
stuntmg, _ '
4} upaya pencegahan perkawinan dini;
| 5} pelatihan pangan yahg sehat dan aman;
6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
7) kampanye dan promosi gerakan mf;kan lkan,
€)  prakiek atau demo .pemberian makanan bagi bayi dan anak
| (PMBA), éiirnulas_i tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS); | |
9) rembuk stunting desa; |
10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak
usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita {BKB)
11) peningkatan kapasitas bagl kader pembangunan manusia,
kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak
- usia dini yang ‘dimiliki Desa, "kader;kelompok Bina Keluarga
Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
dan H _\ ‘
12) kegiatan pencegahan dan p\,nurunan:stunting lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan dlputuskan dalam Musyawarah

i

Desa. .
b. Penyelenggaraan promosi !:zsehatan dan gerakan masyarakat
hldup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan

penyaklt tidak menular
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1) komunikasi, -informasi | dan edukasi (KIE) tentang perilaku
hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan
pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit
menular, seperii mﬂuenza diare, penyakit seksual, HIV/AIDS,
tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan
penyaklt menular lamnya, !

2) komunikasi, 1nforrna31 dan edukasi* (KIE) tentang perilaku
hldup bersih dan sehat, Fonsumsi gizi seimbang untuk
pencegahan penyakit udak menular, seperti hxpertenm, diabetes
melhtus gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;

3) pengelolaan sanitasi yang balk untuk pencegahan penyakit;

4) pelauhan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;

. 9) insentif untuk kader- penyakit menular dalam kegiatan
| penemuan kasus, pe_mantauan pengobatan, tracing kontak;

6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat

' ‘terllibat__aktif dalam pendampingan pasien TBC agar pafuh pada
pengobatan; | - |

7) pembudldayaan obat tradlsmnal Desa dan pengembangan
jamu; e

8) pelatihan nengelolaan air minum;

9) pelatihan pengembarigén apotek hidup Desa dan produk
hortikultura; dan

10) kegiatan penanggulangan penyak::t menular dan penyakit tidak
menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat
hidup sehat dalam rangka opt1rnahsas1 pelaksanaan program

‘jaminan kesehatan na sional

1) 3051ahsas1 dan promosi kebijakan pelaksanaan program
Jjaminan kesehatan nas1ona1 melalm komunikasi, mform331 dan
edukasi; dan

-2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat
hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredéran gelap narkotika dan precursor
narkotika ‘
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kegiatan keagamaan untuk pencegahan | penyalahgunaan

= narkotlka

penyuluhan sd_sialisasi, _a'tau';u.i seminar tentang bahaya_

: _'narkotlka

- pagelaraii, festwal seni, dan budaya untuk pencegahan'

penyalahgunaan narkotlka

~olahraga  atau akt1v1tas sehat untuk  pencegahan
; -penyalahgunaan narkotlka . | |
I_fasﬂltas1 pelatlhan bag1 relawan anti narkotlka,

‘penyebaran 1nforma31 untuk - pencegahan penya.lahgunaan

__narkotlka melalul pencetakan banner spanduk baliho, poster

o atau brosur/ leaﬂet

7

- tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan -

_’pengembangan kapasnas masyarakat di kawasan rawan

, .penyalahgunaan narkoba, dan
keglatan Pencegahan dan Pernberantaaan Penya_lahgunaan dan

- Peredaran (:elap Narkotika dan Prekursor Narkotika lamnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa

2. Penguatan partISIPaSI masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan pembangunan desa

a. Penguatan part131pa81 masyarakat dalam rangka perbaikan dan

3 o konsohda51 data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa

1)

2)

“y

_pelatlhan perbaikan dan konsolldasx data SDGs Desa; dan
_perbalkan dan konsohdam data SDGs- Desa dan pendataan.

perkembangan desa lamnya sesuai dengan kewenangan Desa

'dan dlputu skan dalam musyawarah Desa

) _b_._Penguatan parhsxpasx masyarakat dalam ketahanan pangan nabat1 _

dan hewam

Ry

-pela’ahan - budidaya’ “'pér't"aniaﬁ, o perkebunan, pe_rhutana_l_i,‘.

L petemakan dan/ atau penkanan

__3)

.pelatihan pengelolaan hasﬂ panen _
._,pela‘ahan pengolahan hasﬂ laut dan pantal untuk petam, |
budldaya dan nelayan tangkap,
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pengpmbangan dan penguatan Janngan pemasaran produk
pertaman _ perkebunan perhutanan,. peternakan . Desa
dan/ atau penkanan Desa dan / atau antar Desa; dan |
keglatan penguatan nam81pas1 masyarakat dalam ketahanan
pangan nabat:l dan hewani lamnya ‘yang sesual dengan

kewenangan Desa dan deutuskan dalam Musyawarah Desa.

.Pemngkatan keterhbatan masyarakat secara menyeluruh dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

1),

2)

keglatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan
yaitu perempuan, anak warga. lanjut usia, suku dan
masyarakat adat, - penghayat kepercayaan, penyandang

dxsabilltas kelompok masyamkat 4msk1n dan kelompok rentan

lainnya;

.penangauan' anak- tidék' sekolah untuk Warga miskin seperti

pelatihan keterampllan pelatxhan seni da.n “budaya, sosialisasi

B gerakan kembah bersekolah

Ca

'._faSIhtas1 penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan |

usulan ke]ompok margmal dan rentan yaltu perempuan, anak,
warga lanjut usia, - penyandang d1sab1htas masyarakat adat, -
kelompok masyarakat rmskm dan kelompok marginal lainnya;

.penyuluhan sosialisasi ,b_1dang “hukum dan_ perlindungan

masyarakat;

sosialisasi, komunikasi,. informasi - dan edukasi tentang

- penicegahan dan penangana*l kekerasan pada perempuan dan
‘anak, serta tindak p1dana perdagangan orang; '

: pelatlhan kepermmplnan perempuan '

pelatlhan bag1 kader Desa ‘tentang pengarusutamaan gender, :

‘pela’uhan perencanaan dan penganggaran yang responsﬁ |

gender

advokas1 pemenuhan hak anak, perempuan, - penyandang

'dlsablhtas warga miskin dan masyarakat margmal terhadap_

~ akses administrasi kependudukan dan catatan 31p11

10) penguatan . nilai. keagamaan - dan keanfan - lokal unt__uk'

membentuk kesalehan sosw.l d1 Desa; dan
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. 11) kegiatan  peningkatan keterlibatan = masyarakat secara

menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyé‘ivarah Desa.

. Peninigkatan kua_litas ‘sumber daya manusia warga masyarakat

desa _
1) pembentukar  dan  pelathan  pengurus  lembaga

kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

2) pelatihan kepemimpinan;

3) Sosialisasi té_n’_cang perlindungan pekerja migran:

4) | pemberdayaah ‘kepada masyarakat Desa termasuk pekerja
migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi

5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan
perusahag}n; |

6) pelatihan bahasa asing;

7} pelatihan digit'alisasi;

8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga

masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musvawarah Desa.

. Penguatan parti_Sipasi masyarakat dalam rangka pengerhbangan

listrik aJt_éfnatiVe di:Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih

dan terbarukan

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

ot

pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru
terbarukén; --

pelatihan instalélsi atau pemasangan jaringan listrik dan
elektrifikasi; | | |
pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; |
pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu; _ _.
pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk
mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai

dengan Kewenangan Désa; dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.
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3. Pengembangan kapasutas ekonoml produkt1f dan kewirausahaan

masyarakat desa

a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan

‘masyarakat desa

1)

2)

3)

5)

6)

8)

pelatihan pengelolaan Desa wisata;

pelatihan benih kerapu, tukik dan budldaya cemara laut dan
bakau; '

kursus/pelatihan kerajinan ‘tangan (handycraft) berbahan baku
lokal seperti sabut kelapa, ‘tempurung kelapa, topeng/ukiran
kayu, anyanian bambu/ daun, ?.iihbah‘laut (kerang, kayu, bakau
dan cemara léﬁ!:); R . L

pelatihan kuliner dan peﬁigembangah makanan lokal;

pslatihan kepada pelaku’ ekonomi kreatif untuk berpromosi
baik di media daring atau luring; |

pelatihan kewirausahaan Desa;

promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan

berbaris digital; dan

kegiatan Pengembangan Kkapasitas ekonomi produktif dan

- kewirausahaan masyarakat’ Desa lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

1)

2)

3)

4)
5)

P

6)
7)

pelatihan manajemen usaha untuk ‘badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama;

pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha
m111k Desa/ badan usaha milik Desa bersama; -

pameran hasil ‘'usaha hadan usaha milik Desa/badan usaha
milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau
koperasi;

bazar ﬁrodpk kerajinan tangan/ pri){duk industri rumah tangga;
kerjasama perdagangan antar Desa.; |

kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan,
dan peninékatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik

Desa/ badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan

 kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
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c. Pengembangan usaha ekonomi ‘produ_kt.if yang diutamakan dikelola

‘oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

' 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi
dan.tarnbahan pendapatan,;

) penmgkamn kapasitas kelompo! masyarakat untuk energi

~ terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;

3) sosialisaci pemanfaatan teknologi tepat guna;

4) pelatihan pemar'lfaatah limbah organik rumah tangga dan
perkebuna'n untuk energi biomassa;

. 5) pelauhan e-marketing - dan pembuatan Websrce untuk pelaku
industri rumah tangga;

6) pelatihan manajemnen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;

7) pelatihan pelaku ekonomi kreaﬁf pemula bagi masyarakat
Desa; | | | |

8) pelatihan cara: konservasi produk/karya kreatif bagi para
pelaku kreatif, misalnya cara ' pendokumentasian melalui
tulisan dan visual; L

9) pelatihan pengelolaan keuahgan sederthana dalam mengakses

-‘permodalan ‘baik di bank dan r.on-bank;

10) membentuk/ merewtahsas1 kelembagaan lokal untuk menjaga
kelestarian pantai dan Iaut termasuk bakau, terumbu karang
dan ZGnasi tangkap dan konservasi;

11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama;

" 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif,
sepertl mesin jahit, -_élat ukir, kamera, komputer, mesin
peréetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan

13) kegiatan lainnya untuk méwuju_dkan pengembangan usaha
ekonomi produktif yang' diutamakan dikelola badan usaha milik
Desa/ badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan

- kewenangan Desa dan: dlputuqkan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan seni budaya lokal ‘

a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
. b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;

i
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- c. pelatlhan rnenenun/membatlk dengan menggunakan warna alam,

4. motn" yang sudah ada dan/atau’ dw1ptakan sendiri dan/atau sesuai
: tren;

d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan

keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kébutuhan pasar; |

e. pelatihan pembuatan 'ﬁlm dokumenter, jurnalis, pembuatan dan

penggunaan media, blog, dan znternet (film, foto, tuhsan vlog, dan
media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan

f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan - diputuskan dalam
Musyawarah Desa,

. Fenguatan Kkapasitas masylarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganan vencana alam dan non alam _

a. Penguatai_i dan fasilitas masyarakéti Desa dalam kesiapsiagaan

menghadapi ténggap darurat bencana alam

1) kegiatan:sosialisasi pengetahuan dan pen:_lahaman masyarakat
terhadap bencana; | | |

2) pelatihan l{ésiapsiagaan_ dan simulasi terhadap bencana;

3) pélaﬁhan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana,

4 pényedizian layanan informasi tentang bencana alam;

5) pelatihan tenaga " sukarelawan untuk penanganan bencana
alam;

6) pelatihan péngenalan potensi hencana dan mitigasi; dan

7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan ‘menghadapi tainggap darurat bencana alam
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan dlputuskan
dalam Musyawarah Desa. '

b Penguatan dan ' fasilitasi ‘masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar
biasa . A
1) pengadaan media komuhilkasi, informasi, dan edukasi (KIE) -

terkait bencana nonalam,; ,
2) pelatiﬁan dan Soéiah'sasi pencegahan terhadap penyakit -

' menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan :

3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam

. kes1aps1agaan rnenghadapl tanggap darurat bencana nonalam a

- [KOREG[OpDIAS 1[SEKDA[WABUP
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atau kejadian luar biasz lainnya sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan délam{"MusyaWaI;ah Desa.

- Dalam rangka sinkronisasi perencanaan Desa dan Kabupaten, maka
diharapkan pencapaian sasaran pembangunan desa harus mendukung
pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten tahun 2021- 2026, sesuai
dengan kewenangannya. ‘ ‘

. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo dalam RPJMD,
merupakan prcgram kepala daerah yang akan menjadi prioritas atau
target| selame't lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk
mencapai sasaran Daerah tahun 2021-2025. Adapun Prioritas
Pembangunari Daerah (PPD) Kabupaten Gorontalo selama hma tahun
adalah sebagai benkut

1. Pembangunan Manusia -

2. Ketahanan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

3. Pemerintahan Transférmaﬁf dan Ketahahan_lklim

II. Prin;sip Penyusunan APB Desa

1.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
‘berdasarkan bidan dan kewenangannya,

Tepat Waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan,

Transparan, - untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses mformam seluas-luasny tentang APB Desa, _
Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat

Memperhatikan as:.s keadilan dan kepatuhan

6. Tidak bertentangan dengan kepentmgan umum, peraturan yang lebih

tinggi dan peraturan daerah laJnnya,

Kebhmekaan adalah pengakuap dan penghormatan terhadap
keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk
kesalehan sosial berdasarkan nilai-n'ilai kemanusiaan universal;
Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari
untuk keberlanjutan kehidupan manusia, dan

Kebljakan strategls nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana
tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dengan tetap
memperhatikan kewenangan Desa. ‘J
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III. Kebuakan Penyusunan APB Desa

_" Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk uang

L dlanggarkan dalam APBDes Penenmaan desa merupakan rencana

: penenmaan daerah yang terukur secara rasmnal yang dapat dlcapal untuk

. setiap sumber penerimaan desa dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang undangan ' ' ' _ _

Pengeluaran desa merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai
dengan kepastlan tersedzanya dana atas penenmaan daerah dalam Jumlah
yang cukup dan harus ‘memiliki dasar hukum yang melandasmya, yang_
terdm atas belanja desa dan pengeluaran pembIayaan desa.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah -dimaksud
d1anggarkan secata bruto. dalam APBDe<* Selanjumya, APBDes sebagai
dasar pengelolaan keuangan desa dalarn maaa 1 (satu) tahun - anggaran
_sesuai dengan kﬂtentuan : peraturan | perundangundangan mengena_l -
keuangan negara, rnerupakan satu kesatuan yang terdm atas pendapatan'

| daerah,. belanja daerah, dan pemblaya'm daerah Kebgakan yang perlu 7
mendapat perhatl.m Pemermtah Desa dalam penyusunan APBDes. Tahun
Anggaran 2023 terkait . dengan pendapatan desa, - belanja desa dan

. pemb1ayaan desa dlmaksud adalah sebagal benl«mt
A, Pendapatan Desa. R

1. _ Pendapatan Desa yaltu semua penenmaan Desa dalam 1 [satu] tahun i

| _ anggaran yang menjadi hak Desa dan t1dak perlu dlkemballkan oleh
| Desa; _ .’Z o

2. Pendapatan Desa terdiri atac: kelompok

| a. pendapatan ash Desa, ' '

.b' transfer; dan

c. pendapatan lain. " _

3. ,Kelornpok penaapatan ash Desa terdm atas Jems
a. hasil usaha, : e '

b. hasil aset; _ | _
- C swadaya partlslpaSI dan gotong royong; dan
oo pendapatan asli Desa lam ' o

_ 4.  _Hasﬂ usaha Desa, antara lain bagl hasil BUM Desa. _
oL 5. Hasil aset antala 1a1n tanah kas Desa tambatan perahu, pasar Desa,_

| _tempat pemandlan umum jaringan mgas1, dan hasil . aset lamnya

KBZES[oRD As1SEKﬁA WABUP]
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sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan

' 'kewena_ngah lokal berskala Desa.

Swadaya, partisipasi:dan gotong royong adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
Pendapatan asli Desa lam antara lain hasil pungutan Desa.

Kelompok trensfer terdln atas jenis :

a. dana Desa; '

A

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten /kota;

c. alokasi dana desa; _

d. bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota. e

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/K')ta dapat bersxfat umum dan

khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi

tidak diterapkan 'dalam kete'nt'uan penggunaan paling sedikit 70%

(tujuh puluh per seratus) dan palmg bany'—xk 30% ({tiga puluh per

seratus). ' :

Kelompok pendapatan lain, terdln atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa

b. penerntmaan dari bantuan‘ perusahaan yang berlokasi di Desa;

¢. penerimaan dari hibah dan sunibangan dari pihak ketiga;

d. koreksi xesalahen belanja tahun anggaran sebelumnya yang

" mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan;

e. bunga bank; dan

f. pendapatan lain Desa yang sah.

B Belan_]a Desa

1.

Belanja Desa, yaitu semua nengeluaran yang merupakan kewa_]lban

Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan ~diperoleh

- pembayarannya kembali oleh Desa.

: o Eﬁsa ORD|AS 1|SEXDA WABUP
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. -Belanja Desa dlpergunakan untuk mendanal_ penyclenggaraan
'lkewenangan Desa. . L
. Klasifikasi belanja Desa terdm atas bldang

S a. penyelnnggaraan pemenntahan Desa

b pela_ksanaan pc_:mbangunan Desa;. . .

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; .
d. pemberdayaan masyarakat Desa;_ dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja huruf a, sampéi de_rigah hii_ruf d dibagi dalam sub

bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dltuangkan dalam RKP Desa. - _
Klasifikasi belanja huruf e, dxbag1 dalam sub bldang sesuai dengan
kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaa_n darurat
dan mendesak yang teqad1 di Desa. '

Jems Belanje terdiri atas

a. belanja pégawai; = 4

b. belanja barang/jasa;

C. bélénja moda.l; dan
d. belémja tak terduga.
Belanja pegawa1 dlanggarkan untuk pengeluaran penghasﬂan tetap,

tun_}angan penerimaan lam, dan pembayaran Jamman sosial bagl

o kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD..

11.

12.

_ a operasional pemerintah Desa, ) ‘

“Belanja pegawai dlangga_rkan dalam bidang -pe_nyélenggaraan

pemeﬁntahan Desa.

. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
10. -Pembayaran jaminan sosial ‘sesuai dengan ketentuan peraturan

. perundang1 undangan dan kemampuan APB Desa

Belanja barang/;asa dlgunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan

' barang/ Jasa yang nilai rnanfaatnya kurang da:ii 12 (dua belas) bulan.

Belanja bardng/ jasa d1gunakan antara lain untuk

b, pemehhara an sarana prasarana Desa,

¢ kegiatan sos1a11sas1/ rapat/ pelauhdn / blmbmgan teknls, |

d. operasional BPD;

e ;n_sentii Riukun Tetangga/ Rukun Warga; dan.

' f. pemberian barang pada masyarakat/ kelomp’ok.masyarakat.

KEba | OPRIAS T5EK a[wABUP|
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Insenuf Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dunaksud pada

B ayat (2) huruf e yeutu bantuan uang untuk operasional lembaga |

14,

15.

16.

17.

18.

- keadaan darurat, dan kéadaan mendesak paling sedikit memenuhi

‘ Rukun Tetangga/ Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas

: pelayanan pemerintahan, perenc:;naan pembangunan, ketentraman

dan ketertiban, serta pemberdayaan masyara.kat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat huruf f
dilakukan untuk menunjang P Iaksanaan keg1atan Desa.

Belanja rrodal, digunakan untuk pengeluaran- ,pengadaan barang

~ yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah

aset. ¢

Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan

kewenangan Desa. |

Belanja ta.k\ terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub
bidang perianggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskala lokal Desa. - |

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

Kriteria sebagai benkut

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

" b. tidak diharapkan tegjadi beruléng; dan

19.

20.

21.

c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

kegiatan pada sub bidang "penanggulangan bencana merupakan

upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana

sosial.

Kegiata_n pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya

penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan
dan/atau terancamnyé perijelesaia'l pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya
pelayanan dasar masyarakat

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat

miskin yang mengalami kedaruratan.
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Pembiayaan Desa. merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

"kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. _
Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok
a. penerimaan pernblayaan dan

b. pengeluaran pemblayaan

Penerimaan pembiayaan, meliputi :

a. SiLPA tahun sebéltjmnya; |

b. pencairan dana cadangan; dan

1

c. hasil penjualan kekayaan De.»a yang dlplsahkan kecuali tanah dan

bangunan

- SiLPA paling sedikit mehput: pelampauan penerimaan pendapatan

terhadap belanja, penghematan l?elan_]a,i dan sisa dana kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan. - , ' '
Penéairm' dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan :dana cadangari' yang selanjutnya di_catatkan dalam
penerimaar. pembiayaan dalam APB Desa. :

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam
penenmaan pembiayaan hasﬂ penjualan kekayaan Desa yang
d1p1sahkan :

Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal. |

Pembentukan dana cadéngan dilakukan untuk mendanai kegiatan

yang penyediaan dananya tidak dapat seka.llgus dlbebankan dalam 1

~ (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

-Peraturan Deea sebagannana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat :

¢

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

_ b program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; -

c. besaran dan rincian tahunan d-=na cadangan yang harus

dlanggarkan

~ d. sumber danz-cadangan; dan

BEES]OPD]AS SEKPA[WABUP
CAAT A lf, /\\




11

12.

13.

14.

15.

16.

-36-

2 tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

‘Pembentukan cana cadangan dapat bersumber dan penyisihan atas

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya
telah  ditentukan  secara _khusu'sr berdasarkan  peraturan
perundang, undangan | | , |
Pengangg,aran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan kepala Desa. ' )

Penyertaan modal digunakan ﬁntuk menganggarkan Kkekayaan

‘pemerintah- Desa yang dunvestasxkan dalam BUM Desa untuk

meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
Penyertaan mgglal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
Penyertaan modal dalam be_ﬁtuk tanah kas Desa dan bangunan tidak
dapat dijual. | |

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan

sesuai ketentuan peraturan perpndang-undahgan.

. Kebijakan Penggunaan Dana Desa vang- perlu diperhatikan oleh

Pemerintah Desa dal_am. j;)enyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024,
adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan

Desa mengatur mengenai Kewenanfran Desa Berdasarkan Hak Asal-

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai

Kewenangan Desa _Berdésairkan .Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana

Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan
- Desa ___Bérdasarkan -I-Ia.k Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa sesuai dengan ketentuan peratui'an perundang-undangan

- Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan

Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana .

Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
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b Swakelola ' .
1.

Prograrn dan /atau kegiatan yang d1dana1 dengan Dana Desa

‘dlutarnakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk

- mewujudkan kemandman Desa;

swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber
daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia
di Desa; | . _ , _

Desa dalam melaksanakan swakelola pénggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentahg pengadaan barang dan jasa di Desa;
Kegiatan pengembangan kﬁpasitas warga Desa yang didanai Dana
DeSa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah
Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dlkerjakan oleh
penyedla barang /jase. |

Pelaksanaan‘ kegm}tan pengembangan kapasitas warga desa -

bertempat di desa setempat.

c. Padat Karya Tunai Desa N

1.

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan

pola Padat Karya Tunai Desa;

pelaksanaan Padat Kaxya Tunai Desa ~difokuskan pada

pembangunan ‘sarana prasarana di Desa atau péndaydgunaan

sumber 'Vdaya alam se_éara lestari berbasis pemberdayaan

masyarakat; | | o B

pelaksanaan Padat Karya Tuﬁai Desa didasarkan pada prinsip:

a. inklusif: melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal
penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.

b. partisipatif. dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan
semangat gotong royonrg dan disepakati dalam musyawarah
Desa. ' !

C. transparan dan akuntabel, xﬁengutamakan prinsip transparan |
dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun
administratif kepada semua pihak. . | o

d. - efektif, fkegiatari pnontas, berdampak pada peningkatan
kesejahteraan dan déya beli masyarakat Desa serta adanya

| pengelolaan, pefawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
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. éwadaya dan "‘swakelc;lé, mengutamakan  keswadayaan
masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga,
dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara
mandiri oleh maéyarakat Desa.

4. pekerja diprioritaskan - bagi !penglanggur, setengah penganggur,
perempuan kepala keluarga anggota keluarga miskin, serta anggota
masyarakat margma.l lainnya; )

5. besaran anggaran upah kerJa pahng sedikit’ 50% (lima puluh

persen);
6. pembayaraﬁ upah Kkerja diberikan setiap hari;
7. upah kexja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan
| ketentuan sebaga1 berikut : |
~a. besaran anggaran upah kerja pahng sedikit 50% (hma puluh
persen} dari total biaya per kegiatan yang dilakukan
menggdnakan pola Padat Karya Tunai Desa;d
b. upah kerja paling sedikit 50% (ima puluh persen) mencakup
pembayaran' tenaga Kkerja untuk mengangkut bahan material
untuk bahgunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan
c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu
- tenaga Kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang
- ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa
sebagajrns_ina dimaksud pada poin d; dan |
d. - besaran : upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan
batas atas upah ketjéf yang ditentukan berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah
kerja di bawah ﬁpah minimum Provinsi. Besaran upah dapat
diatur 1ebih Iénjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau .
‘menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada
sasaran tenaga kerja setémpat. |
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
a.  pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
| 1) pemanfaatan lahan: kosong milik - Desa untuk tanaman
pangan dan perkebunan; |
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman

sayuran dan lain-lain; dan

HoRoa| OPD{AS 1|SEKDA|WABUP
L /Cleg |V [\




A | _39 -

g ‘3) penanaman tumpang ‘sari tanaman pokok di Ia.han
N perkebunan ' ; '
. -wisata Desa v

o 1) keber31han tempat wisata yang dikelola badan usaha milik

- Desa’ dan/ atau badan usaha rmhk Desa bersama;

2} kebersihan tempat kuhner yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik DeSa bersama; dan

3) membuka part131pa31 warga untuk berusaha di lokasi wisata

. 'perdagangan loglsuk pangan

1) pemellharaan bangunan pasar;

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama berperan sebagal agregator untuk membeli

- komodltas Desa untuk dljual kembali di pasar yang lebih
luas; L '

3) badan usaha milik Desa Jan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petam dan pengusaha
kecil untuk melakukan produk31 dan

4) tambahan _penyertaai. ‘modal badan usaha milik Desa
dan / atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi

| yang menguntungkan di Desa

perikanan ‘

‘1) pemasangaﬁ atau perawatan keramba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) members1hkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama

peternakan B

1) membersihkan kanciang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha rmhk Desa bersama;

© 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

.milik Desa bersama; dan
3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
. milik. Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan

kotoran ternak untuk pupuk org:nic
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d. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

- 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

2. Prjon'tas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa
dikelola melalni  mekanisme pembangunan partisipatif . yang

. tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa

3. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya

ES

DCS& L. _
4. Prion'tas Berdasarkan Keberlanjutan.
5. Pnontas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa;

6. Pnontas Berdasarkan Kepastxan adanya Pengawasan

.IV. Teknis Penyusunan APB Desa

- Dalam . penyusunan APB Desa, Pemenntah Desa dan BPD harus

_.'memperhatlkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan:

Sekretaris Desa menyampaikan- rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa; |

Kepala Desa menyampalkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada BPD untuk dlbahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah BPD; '

Rancangan Peraturan Desa tentang -APB Des yang diusulkan Kepala Desa

dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat

- 10 (sepuiuh) bari kalender terhltung sejak Rancangan Peraturan Desa

H

diterima;

. Pelaksanaan pembahasan ra.ncangm Peraturan Desa tentang APB Desa

sebagaimara dimaksud pada angka. 3 (tiga) antara BPD dan Kepala Desa
u_ntt;k pertama.kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
pciakSanaan musyawarah internal BPD; |
Réri_céngan Peraturan Desa tentang APB Des éebagaimana dimaksud
pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember
tahun berjalan; “

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang
APB Des yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat

melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
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penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya,;

8. Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan
Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Des;

9. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya
Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2024,
selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, agar
memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Biaya pajak dan administrasi bank untuk belanja operasional desa seperti
pajak rekening bank, belanja listrik, air, telepon dapat dibiayai melalui
akun belanja operasional perkantoran lainnya

2. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

3. Penganggaran belanja bersifat mengikat yang bersumber dari Dana Desa:
a. BLT s.d 25%

b. Ketahanan pangan 20%
c. Operasional pemerintah desa 3%

4. Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor
kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus
Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau
perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara

keputusan musyawarah Desa.




